ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOORDINATOR DAN PARA mnnmjm
SAMSAT PROVINSI BENGKULU

NGMOR
NONMOR
NOMOR
NOMOR

DENGAN

PT. BANK BENGKULU

: 13/65/V/HUK.B.1.1/2019
: 973/2178/BPKD.1/2019

: P/SP/1/2019

: 97 /HP.01.01/D4/2019

TENTANG

PENGGUNAAN JARINGAN BANK BENGKULU
YANG TERINTEGRABI (HOST TO HO&LT)
DALAM LAYANAN SAMSBAT EANK BENGKULU

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal
Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-05-2019) , oleh dan

1. Koordinator dan Para Penyelenggara Samsat Provinsi Bengkulu, dalam hal ini

antara :
diwakili oleh :
1. Komisaris Besar
Polisi
Dedi Rahman

Dayan,S. Ik.,M.5i

2. Dra. Hj. Noni
Yuliesti, MM

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengloulu .
berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM.9
Kota Bengkulu, yvang dilantik berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kepohsian Negara Republik
Indonesia Nomor : Kep/2750/X/2018 tanggal 27
Oktober 2018 tentang pelaksanaanm tugas dan
tanggungjawab jabatan Dirlantas Polda Bengkulu,
Selanjutnva disebut PTHAK KESATU.

Kepala Pardan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu, kedudukan di Jalan
Pembangunan No. 01 Padang Harapan Kota
Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat




IL.

Keputusan Gubernur Bengkulh Nomor : SK.821.2 -
T.416 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 T.r.':tilta.ng
pemberhentian dan penganglnatan dar dan dalam
jabatan pimpinan tinggi pratames di lingkungan
pemerintah Provinsi Bengkuly, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU; |

3. Abdul Haris, S.E. : Kepala FT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkuiu,
berkedudukan di Bengkulu, Jalan S. Parman No.64
Kota Bengkulu, vang dilantix berdasarkan .?rurat
Keputusan Direksi Nomor : SM/3/111/2019 tanggal
31 Januari 2019 tentang promosi dan transfer|bagi
heberapa orang pegawai, dﬂ].qlm hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT Jdasa Raharja (Persero)
Cabang Bengkulu, selanjutmya disebut PIHAX
KESATU;

H.Agusalim, SE, ME :  Direktur Utama PT. Bank Bengkulu, berkedudukan di
Bengkulu, Jalan S. Parman No.57 Kota Bengkulu,
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dgwan
Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Be u
Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 04 Juli 2016 ng
pengangkatan Direktru- Utama Bank Pembangunan
Daerah Bengkulu, vang secara sah dalam tindakan
hukum ini mewakili untuk dam atas nama Bank
Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
scbagai “PARA PIHAK", dalam hal ini dengan terlebih dahulu menerangkan hel-hal
sebagai berikut :

A

PIHAK KESATU
FIHAK KEDUA

Bahwa Para Pihok telah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama Penggunaan .Jaringan Bank Bengliulu Yang Terintegrasi (Host To Host)
Dalam Layvanan e-Samsat Eank Bengkualu Nomor: B/76/XII/2016, Nomer :

973/1134/DPD.1/X11/2016; Nomor : P.SP/10/2016 dan Nomor
88/HP.01.01/D4 /2016 tanggal 14 Desember 2018 ("Perjanjian Kerjasama”™); |
Bahwa berdasarkan notulen kesepakatan bersama Pem Samsat insi

Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2018 disepakati untuk mekanisme |pembaydran
e-Samsat yang semula berdasarkan kesesuaian nama antam Pem#ﬂ( Rekening
Wajib pajak yang akan membayvar di Bank Bengkulu dengan nama wajib pajak di




database Samsat diubah menjadi kesesuaian berdasarkan Nomor Induk
Kependudukan [NIK);

C. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama penyediaan jasa
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama termasuk Addendumnya dqngan
memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerjasama selama 5 (lima) fahun.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat
untuk melakukan Addendum etas Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan schagai
berikut:

PABAL I
Mengubah atau menambah ketentuan BAB [ Pasal 1 Pengertian, sehingga
keseluruhannya menjadi:
EAB 1
PENGERTIAN
Pasal 1

Di dalam Kesepakatan Bersama ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan
atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah imi memuikj arti
sebagai berikut :

1. Advis Pembayaran adalah bukti pembayvaran tagihan mf:ln.lm Jaringaa #ANK
BENGKULU dalam bentuk dan format sesuai ketentuan BANK.

2. Billing System (BB) adalah sistem komputer vang digunakan oleh SAMSAT
BENGKULU dalam memproses informasi besaran PKB, SWDKLLJ, Kode Bayar
seria identifikasi kendaraan bermotor.

3. Harl Kerja adalah hari buka dan beroperasinya BANK BENGKULU untuk ‘.1.\111“]]
dan Bank Indonesia beruperasi untuk menyelenggarakan kliring. .

4. Interkoneksi Lease Line Host to Host adalah layanan vang dmn:dmkan! oleh
penyedia jasa jaringan (Network Provider) untuk pelaksanaan konsksi Hgst to
Host antara BANK BENGKULU dengan SAMSAT BENGKULU.

5. Jaringan BANK BENGEKULU adalah fasilitas yang disediakan oleh BANK
BENGKULU untuk menunjang pclayanan kepada nasabah BANK BENGEKULLU
meliputi antara lain ATM, mobile hanking, internet banking, dan layanan lahm;;a
yvang dikembangkan dikemucian hari.

b. MWMMtWWMIWIEﬁM
fasilitas layanan pengesahan secara clektronik untuk pencetakan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dengan menggunakan fasilitas jaringan Samsat Provinsi

Bengkulu.

PTHAK KESATU
PIHAK KEDUA




7. Nomor Rangka adalah rangkaian angka yeng diinpul pada mesin ATM| Bank
Bengkulu untuk melakukan pembayaran Tagihan pada Jaringan |BANK
BENGKULU sesuai dengan biling dari system Samsat Provinsi Bengkulu,

8. Aplikasi Payment Bank Bengkulu adalah system pembayaran pajak kendaraan
bermotor Provinsi Bengkulu yang dilakukan via petugas/teller Bank Bengkulu
yang terkoneksi secara Hos* to Host dengan database Samsat Provinsi Bengkulu.

9. Layanan e-Samsat adalah pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) cleh
SAMSAT melalui Jaringan BANK BENGKULU dalam rangka prodes pengesahan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun di Kantor Bersama
SAMSAT.

10. Logo adalah logo e-Samsat yang dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK yang
terlibat dalam layanan e-Samsat. .

11. Nomor Bukti Bayar adalah deretan angks dan drrng'anftan}:_lﬂ hnrufl VALE
tercantum pada Advis Perrbayaran sebagai identifikasi Wajik Pajak |dapat
melakukan proses pengesehan Surat Tanaa Nomor Kendaraan,

12. Pajak Kendaraan Bermotor (PEE! adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

13. Pembayar adalah pihak vang melakukan pembayaran atas Tagthan, termasuk
Wajib Pajak dan/atau pihak ketiga lainnya.

14. Rekening Pembayar adalah rekening atas nama Wajib Pajak dan/atau IpihaIt
ketiga lsinnya yang dibuka pada kantor cabang BANK BENGKULU yang uienjadi
sumber pembayaran Tagihan.

15. Rekening Pembayaran adalah rekening giro Nomor 0010101000198 atas nama
Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu yang berfungsi untuk menampung
pembayaran Tagihan melalui Jaringan BANK BENGKULU.

16. Rekening Penampungan ardalah rekening milik Bank Bengkulv untuk
menampung penerimaan PKH, SWDKLLJ dan hiaya administrasi layvanan
e-Samsat pada Cabang Utuma.

17. Rekening Penerimaan PT. Jasa Raharju adalzh Rekening giro ncmor
0010106015551 atas nama PT. Jasa Raharja yang berfingsi sebagai rekening
penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLILJ),

18. Rekening Pendapatan Administrasi adalah Rekening nk Bengkulu untuk
menampung pendapatan administrasi dari leyanan e-Samsat Elfn]:|Ecngku1 .

19. Sistem Host To Host adalah sistem komputerisasi yang ten'.liucgrasi dalam
jaringan (net) antara SAMSAT BENGKULU dan BANK SENGKULU yang berisi
data-data billing system, khusus berkaitan dengan Perjanjian ini.

20. Bumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau BWDKLLJ adalah
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnyva isebut
SWDKLLJ, adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-

PIHAK KESATU 4
PIHAK {EDUA : ﬂ




Undang Nownor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan junc
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketening
Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dibayarkdn oleh pa
pengusaha/pemilik alat angx<utan lalu lintas jalan ktpﬂkta pnm+ahmn Vi
menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hTJ ini a
PT. Jasa Raharija (Persero). ,

2]1. Tagihan adalah sejumlah dana yarg harus dibayar cleh Wajib Pajak melal
Jaringan BANK BENGKULL yang terdiri dari jumlah PKB dan SWDKLLJ.

22, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas pada Kartu Ta
Penduduk (KTP) yang terdiri dari 16 (epambelas) digit angka.

23. Wajib Pajak adalah subjek pajuk yang menurut ketentuan peraturan per Und
Undangan perpajakan ditentukan untuk melalukan kewajiben pu:rpﬁa.kan d
Perjanjian ini.

24. Rekening koran adalah adalah injormasi transaksi vang dilakukan oleh qu
pajak dengan rincian per nommor registrasi yang melakukan mmxah{

25. Registrasi dan Ideatifikasi kendaraan bermoter yang selanjutnya d
Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal us
dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forens
kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pehcatatan
pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi
identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. |

26. BSTNK (SBurat Tanda Nomor Kendaraan) adalali tanda bukii pennaftaran
pengesahan  suatu  kendaraan  bermotor berdasarkan  iGentitas
kepemilikannya yang telah didaftar

27. Pengesahan SBTNK adalah sebuah prosedur untuk memvalidasi suatu S
dengan cara pembubuhan cap, pataf, tanggal bulan dan tahun pada F:‘-TNK..

PASAL I1
Mengubah atau menambah keientuan BAB I1l Pasal 3 Ruang Linghiup, sehi
keseluruhannya menjadi:
BAE I
RUANG LINGEKUP
Pasal 3

1. Dalam rangka memberikan kemudahan dan Kecepatan pelayanan kepad
masyarakat dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dengan ini PI
KESATUbekerja sama dengan PIHAK KEDUA sebagai salah saty pelaksana B
Payment (penerimaan pembayaran Tagihan) dari Wajib Pajak;

2. Pelaksanaan e-Samsat di wilayah hukum POLDA Bengkulu me+uui jarir
kantor dan jaringan elektronik dengan batasa. sebagai berikut :

PIHAK KESATU : # . "I
PIHAK KEDTJA : ﬁp%




&

a. Penyelenggaraan layanan e¢-Samsat diperuntukkan untuk | pelayansn ‘
Pengesahan STNK Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 'Iahuhan (TU-1) |
dan SWDKLL.J. |

b. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi / BPKD Provinsi Bengkulu.

c. Kendaraan tidak memiliki tunggakan PKB dan SWDKLLJ !

d. Melewati tanggal jatuh tempo dan/atau relah lewat pukul |22.00 wib pada had‘
jatuh tempo tidak dapat dilakckan pembayaran.

e. Tidak melayani pembayaran pajak 5 tahun (TU-5) atau ganti STNK, gnn11|
nomor polisi.

f. Tidak melayani pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor umum (Plat]
Kuning) baik pembayaran pajak Tahunan (TU-1) ataupun 5 tahun (TU-5).

g. Database wajib pajak yang dibuka pada ATM/aplikasi payment Bar
Bengkulu adalah data 1 (Satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

h. Pembayaran melalui mesin ATM dapatl diterima apabila Nomor Inda
Kependudukan (NIK) pemilik kendaraar bermotor vang L':I:'l'll:I'B di|STNK ss
dengan NIK pemilik Rekening Tabungan di database Bank Bengkulu.

i Batasan-batasan sebagaimana dimaksud diatas dilekukan m:]*im apliks
e-samsat dan aplikasi pe-bankan.

3. Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan u'leh petuga
loket/teller Bank Bengkulu dilakukan menggunakan system payment Bank

Bengkulu.

PABAL III
Mengubah atau menambah ketentuan BAB IV Pasal 4 Hak dan ijibaﬂ Para
schingga keseluruhannya menjadi:

HKEWAJIBAN PARA PIHAK
PASBAL 4
1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

a) Melakukan verifikasi updating data/switching data antara Ditlantas Po
Bengkulu dan Samsat melalui key point yang sesuai dengan NIK pada
dan alamat yang tertera pada STNK;

b) Menyediakan data wajib Pajak/pemilik kendararn permotor yang fe
teridentifikasi;

¢) Memberikan informasi besaran PKB dan SWDKLLJ melalui sistem yang sudzJ
terkoneksi pada PIHAK KEDUA;

d) Melakukan sosialisasi layanan e-samsat Bank Bengkulu kepads masya
terkait pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmar Penge
STNK tahunan melalui jaringan kantor maupun jaringan elektronik PI
KEDUA;

PIHAK KESATU :
PIHAK KEDUA :




2) PIHAK KESATU Berhak untuk :

3)

a)

bj

dj

FIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a)

b)

hj

i)

Menerima layanan e¢-samsat Bank Sengkulu terkait p::mba}aran PKE
SWDKLL.J serta Regident Ramor pengesahan STNK melalui jmihgan kanto

dan jaringan elrktronik;
Menerima laporan transaksi layanan e-samsat Bank Bﬂ:1gkulu ..l
pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK
melalui jaringan kantor dan jaringan elektrouik;

Menerima pelimpahan penerimaam layanan e-samsat Bank Bengkulu ata
pembayaran PKB dan SWDKLLJ ke rekening penerimaan kas umum daers
Provinsi Bengkulu dan rekening P1. Jasa Raharja (Persero) cubang Bengkuly
dari PIHAK KEDUA;
Melakukan Regident Ranmor terhadap Subjek dan Objek Pajak Sebelum dan
setelah membayar PKB, SWDKLLJ melalui layanan e-SAMSAT Bnn* Bengloulu; |}

Menyedial:an jaringan lease line, gateway dan hardware dalam rang,
kelancaran pelayanan kepada wajib pajak yang melakukan transaks
pembayaran e-Samsat

Memberikan dan menyediakan aplikasi layanan e-samsat Bank Bengkulu va
berpedoman kepada batasen-batasan sebagaimana vang dimaksud pada pasa
3 ayat (2);

Memberikan dan menyediakan aplikasi payment Bank Bengkulu pac
counter/gerai/UPT layanan Samsat yang dilakukan oleh teller Bank Bengkulu.|
Memberikan layanan e-Samsat Bank Bengkuiu dalam proses pembayaran PKE
dan SWDKLLJ; |
Melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan perbankan sesuai dnm'r—dﬂaar goog
corparate governance;

Merahasiakan seluruh data yang ada dan tidak boléh d:g’umk&n unt
keperluan apapun dan tujuan apapun tanpa seizin terfulis dari PIH
KESATU;
Menyediakan laporan transaksi herian penerimaan pembayarsn PKB dar
SWDKLLJ melalui janngan kantor dan jaringen elektronik kdpada [l
KESATU pada hari kerja berikutnya selambat-lambatnya pukul 08/30 WIB;
Melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja kepada PIHAK KESATU ya
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
Melimpahkan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ ke rr'kl:ning <2
umum daerah provinsi Bengkulu dan rekening PT Jasa Rahatja (Perserg
Cabang Bengkulu sctiap hari kerja berikutnya; |
Melakukan sosilisasi PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jmnm
elektronik PTHAK KEPUA;

o}, : '
PIHAK KESATU : 8. ,{ .
PIHAK ICEDUJ’L 2 '{‘.’1. Sy B |




k) Melakukan pembukuan rekening penampung penerimasn pembavaran
SWDKLLJ dan Administrasi;

4) PIHAK KEDUA Berhak untuk :
a) Mendapatkan kepastian data wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor y.
sudah teridentifikasi oleh PIHAK KESATU; .
b) Menerima informasi besaran PKB dan SWDKILJ melglui sistemn yang s
terkoneksi dari PIHAK KESATU;
c) Mengembangkan sistem jaringan kantor dan juringan ele nik te
pelayanan e-samsat Bank Bengkulu dengan persetujugn tertulis dari PIH

KESATU,;
d) Menerima biaya administrasi atas layanan e{SAMSAT Bank lElr:ngkulu r
ransaksi sebesar Rp 5.000,0 (lima ribu rupiah) '

PABAL IV
Mengubah atau menambah ketentuan BAB V Pasal 5 Tata CHTE!PEIHW
sehingga keseluruhannya menjadi:

TATA CARA PELAKSANAAN ',
BAGIAN KESATU :
PABAL 5

1. Pembayaran Tagihan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau Pemba
melalui Rekening Pembayar dan secara benar dengan menginput 5 digit ter
nomor rangka untuk transaksi via ATM dan menginpul nomor polisi un
transaksi via aplkasi payment Bank Bengkulu ke dalam Jaringan B
BENGKULLU, Setiap pelaksanaan pembavaran yvang berhtasil dilaksanakan melalifi
Jaringan BANK BENGKULU akan menerima Advis Pembayaran;

2. Pembayaran Tngihau dapat juga dilakukan oleh Waiib Pajak dan/atau Pembay
melalui Counter / gerai / UPT Layanan Samsat sécara tunai / over booking
Teller Bank Bengkulu. Setinp pelaksanaan pembayvaran yang ber
dilaksanakan melalui Jaringan BANK BENGKLULU akan menerima bukti vali
Pembayaran.

3. Sebagai Laporan atas transaksi pembayaran tagihan pada Rekening Pembayai
maka BANK BENGKULU akan menerbitkan rekening koran dalam format *.
pada 1 (satu) Hari berikutnya;

4. Bank Bengkulu akan melimpahkan hasil penerimaan dari Rekening Penamp
Bank Bengkulu ke rekening penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) Provin
Bengkulu, rekening PT. Jasa Raharia (Persero) Cabang Bengkulu dan rekeni
pendapatan adminisirasi Bank Benglkulu;

G/h
PIHAK KESATU : ¥ | /.. €

PIHAK KEDUA @ £} iﬁ




g

5. Apabila ada keselahan pelimpahan dana dari rekening penampungan ke relceni.nJ
penerimaan, maka Bank Bengkulu akan melaku koreksi setelah memiapnt‘
izin secara tertulis dari pemilik rekening.

Bengkulu terputus maka pelaksanasn pembayarn riapirt dﬂa]rd[kan sec
manual menggunakan aplikrsi yang disediakan oleh Samsat Provinsi da

pelimpahannya dilakukan sore hari setelah tutup operasional.

PASAL V
Mengubah atau menambah ketentuan BAR VII Pasal 17 Masa Berlaku, sehin
keseluruhannya menjadi:

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 17

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tabun yang dimulai efe
sejak ditanda tangani sampai dengan tahun 2024 dan setiap 1 [satu) tah
akan dievaluasi; -

2. Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diakukan perube
(addendum) yang dapat diusulkan oleh salah satu pihak tanpa membual
Perjanjian Kerjasama baru; I

3. Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjiag
Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebapaimana dimaksud pada ayat
Pasal ini, maka PIHAK yang menghendak: pengakhiran wajib menyampaika .
pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sckurang-kurangay
dalam jangka waktu 60 (enam pulub) hari kalender sebelum tanggsl
pengakhiran Perjanjian kerjasama yang dikehendaki olth salah| satu PIHAJ
dimaksud;

4. Pengakhiran Perjanjian Kcrjasama ini tidak menghapus kewajiban masing
masing PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya, ﬂm.'raupun] salah =al
PIHAK berada dalam keadaan likuidasi, peilit yang dinystakan cleh keputuss
Pengadilan vang tclah berkekuatan hukum tetap (fnkracht Van Bewifs)
merger, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara r,crtuh-s Van
ditandatangani oleh PARA PIHAK,

5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepe
mengesampingkan berlakunya ketentvan Pasal 1267 Kitab Uadang-Unde
Hukum Perdata;

6. Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian Kerjasama, PIHAK KESA
bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Wajib Panf.k sekunra
kurangnya dalam jangke waktu 30 [tiga puluh) ha.n kalender sebelum tangg

l'r '
PIHAK KESATU :
PIHAK KEDUA -




10

efektif pengakhiran guna memterikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuld
mengubah cara pembayararn. : '

PABAL VI
Mengubah atau menambah ketentuan BAB VI Pasal 18 Masa Berlaku, sehi

keseluruhannya menjadi:

BAE VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

1. Biaya pengemabangan atas sistem Host To Host menjadi beban masing-masin
PIHAK;

2. Biava Interkoneks: Lease Line Host To Host menjadi beban BANK BENGKULL; |

3. Untuk tahap awnl pengembangan pengesahzn SKPD dan STNKk :ilwnggu Al
mesin secara elektronik, Bank Bengkulu akan menyediakan mesin cle
scbanyak 2 (dua) unit Jdan untuk kedepan pengadaan akan dilakuke
menggunakan APBD Provinsi Bengkulu.

4, BANK BENGKULU membebaskan SAMSAT BEN(PMJW Atas hiaj,rla pengiriing
total hasil penerimaan Tagihan dari Rekening Prmt#yanm ke Rekenin
Penampungan;

5. Untuk setiap transaksi pembayaran Tagihan Wajib Pajak melalui layanan Hos|
To Host, Wajib Paja% dikenakan biaya aetinggji-thmgginya sibe Rp.5.000
(lima ribu rupiah) per transaksi sebagai pendapatan BANK BENGKULU ya
dibebankan pada Rekening Pembayaran sAuJigus | bersamban dengaf
pembayaran Tagihan oleh Wajib Pajak dan/atau Pembayar;

6. Ketentuan sebagaimana diatur delam Ayat (2) dan (4) Pasal ini sewaktu-wa
dapat ditinjau kembali brrdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

7. Pajak-pajak yanz timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perj
Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK a*auai dengay
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. '

PASAL VII
Addendum Kedua ini merupakan satu kesatuan dar bagian yang tidak terp
dari Perjanjian Kerjasama, sehingga seluruh ketentuan yang diatgr di da
Perjanjian Kerjasama dan Addendum yang tidak diubah berdasarkan Addend
Kedua ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak

PASAL VI

Addendum ini mulai beslafu dan mengikat Para Pihak scjak tanggal 15 Mei 2019.

PIHAK KESATU : @
PIHAK KEDUA : H J




Demikian addendum perjanjian kerjasama in' dibuat dan ditanda tengani pada han, |
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dibuktikan pada awal Perjanjian Kerjasama |
ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masiug bermeterai cukup dan mempunyai i
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, |

BENGKULU, 15 Mei 2019 |
!
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